BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1092, 2017 KEMEN-DPDTT. Pemindahtanganan BMN.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
660);

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab
Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/Tahun
2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1018);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Menetapkan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I
Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik  Negara di Lingkungan  Kementerian  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 876) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman
dalam melakukan proses pemindahtanganan Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA
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BAB II TATA CARA PENJUALAN BMN
A. Pertimbangan Pelaksanaan Penjualan BMN
B. BMN Yang Dapat Disetujui Oleh Pengguna Barang
C. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Penjualan
D. Tata Cara Penjualan
BAB III TATA CARA HIBAH BMN
A. Pertimbangan
B. Subjek Pelaksana Hibah dan Objek Hibah
C. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Hibah
D. Tata Cara Pelaksanaan Hibah
BAB IV NASHKAH HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
A. Naskah Hibah

B. Berita Acara Serah Terima



